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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 B
jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1038/8J tanggal 19
Maret 2010 perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4550/8J
tanggal 4 September 2014 perihal Penegasan Larangan
Gratifikasi, maka perlu membuat Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

. bahwa dalam rangka Penyempurmaan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas darn korupsi,
kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Metro,
Pejabat/Pegawai Kota Metro dilarang menerima hediah atau
auani pemberian dari siapapun juga yang bherhubungan
dengan jabatan dan/alau pekerjaanys;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkuangan Pemerintah Kota Metro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dat: II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur den Kabupaten Dati 1T Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 rentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimuna lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indoncsia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor &2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) schagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890};

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tzhun 2010 tentang Disiplin
Pepawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

_Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategl

Nasicnal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Taehun 2012-2025 dan Jangka Mecnengah Tahun
n012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 122}

Peraturan Menferi Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembanpgunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
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Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 1863);

. Peraturan Daerah Kota Mectro Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota

Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

-Surat Edaran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/5.J tanggal

Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi Di Lingkungan Petnerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

: PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA METRO.

BARB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

ke U ol

Daerah adalah Kota Metro;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan  Daerah
Kota Metro;

Walikota adalah Walikota Metro;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
Inspektur adalan Inspektur Kota Metro;

Pejabat/Pegawai Kota Metro yang selanjutnya disebut
Pejabat/Pegawai adalah Walikota Metro, Wakil Walikota
Metro, Aparatur 3ipil Negara, Calon Aparatur Sipll Negara,
Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD,
Pepawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Metro yang menerima gaji/upah dari APBD;

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah lecmbaga negara yang independen dengan tugas
dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
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24,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan daeraly;

Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha Milik Daerah vang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, dapat
berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas;

Inspektorat adalah Perangkat Dacrah Kota Metro yang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnya disingkat UPT adalah Unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabal
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, vang dilakukan
dengan menggunakan saransa elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai
Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan
berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari pegawail pemerintah daeral;

Pengendalian Gratifikasi adalah suatu  sistem yang bertujuan  untuk
mengendalikan penerimaan grafifikasl sccara iransparan dan akuniabel
melalui  serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi akiil badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian gratifikasi;

. Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Metro yang selanjutnya disingkat UPG Kota

Metro adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi
pengendalian gratifikasi dilinglkungan Pemerintah Kota Meiro;

Tim Pengendalian Cratifikasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
TPG adalah tim vang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi
pengendalian gratifikasi dilingkungan perangkat daeral;

Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan
hulcum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi;

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan vlehi KPK

dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan
Gratifikasi;

Pelapor Gralifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah peiabat/pegawai
yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan
kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG;

Laporan (ratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan
Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor;

Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga
mcmiliki kepentingan pribadi dan dapal mempengarin pelaksanaan ftugas
atau kewenangannya secara tidak patut;

Kedinasan adalah seluruh alttivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan jabatannya;

Berlaltu Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian vang diberlakukan
sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk scmua peserta dan
memenuhi prinsip kewajaran;

Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang
Rupiah yang didapatkan dari rata-rata Kkurs jual dan kurs beli

(Kurs Tengah =" I"“:Rm Belh Sada hari tertentu.




BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada

Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2]

(1)

Peraturan Walikota ini bertujuan :

.

b.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawal tenlang
gratifikasi;

Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;

Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan
akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang hersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme; dan

Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan
layanan di Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua

Prinsip Dasar
Pasal 3

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gralifikasi yang diketahui sejak awal
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajihan atau
tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :

a,

b.

Terkait dengan pemberian Jayanan pada masyarakal diluar pencrimaan yang
sah;

Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan
yang sah; '

Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan

evaluasi diluar penerimaan yang sah;

Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah;

Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai,

Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan
pihak lain;

Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;

Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/ tammu  selama
kunjungan dinas;

Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher olch
Pejabat/Pegawai dalam kegilatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewajihannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan
penugasan yang diterima;



(2)

(3)

(4)

(1)

{2)
(3)
(4)

(5)

k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemanglol
kewenangan;

. Dulan pelaksanaan pckerjaan  yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban /tugas Pejabat/Pegawai.

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawal Negeri
atau Penyelenggara Negara lainnya vang berhubungsn dengan jabalan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.

Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan

kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada
atasan langsung.

Pazal 4

Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalem Pasal 3 ayat (1)
dikecualikan dalam hal :

a. Qratifikasi tidak diterima secara langsung,

b, Pemberi gratifikasi tidak diketahui;

c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima,
d

Cratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara
keagamaan; dan/alau

e. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan
yang dapat mengakibatkan rusaknya  hubungan  baik  institusi,

membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan
Pejabat/Pegawai.

Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenubi kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut
kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditelak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk
atau rusak, penerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada UPG.

Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG dan atau pelapor
menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ke panti asuhan,
panti jompo atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

Penyaluran gratifikasi oleh scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan
secara tertulis aleh UPG kepada KPK.

BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKAST
Pasal 5

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
atan melalui UPG, kecuali dalam hal :

B

Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucy, besan,
pamman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan;



n.

Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;

Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investast
atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasli vang sejenis
berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;

Qeminar kit yang herhentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas
dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instensi yang berlaku umum,

yang diterima dalam rangka seminar/ pelatihan/workshop/konferensi  atau
kegiatan sejenis;

Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atan kompetisi
vang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

Penghargasn haik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan olch pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir
yvang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan dan lidak melanggar peraturan/kode ctik Pejabat/Pegawal yang
bersanglkutan;

Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biava yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

Karangan bunga dengan nilai yang wajar;
Pemberian terkait dengan penyclenggaraan pesta pertunangan, pernikahan,
kelahiran, agigah, baptis, khitanan, poteng gigi atau upacara adal/agama

lainnyva paling banyak Rp. 1.000.000,00 {salu juta rupiah) pcr pemberian per
orang dalam setiap kegatan;

. Bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sgjenis yang diterima

tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada

huruf 1 paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pembecrian dalam
setiap kegiatan;

Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri
Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu

penerima gratifikasi paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang dalam setiap peristiwa;

Pemberian scsama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang
dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalm waktu 1 (satu)
tahun dari pemberi yang sama; dan

Permberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke alasan dan tidak dalam
bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 {dua ratus
ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,
sepanjang tidak diberikan olch bawahan ke atasan.



Pasal 6

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukan
dalam bentult uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar
pada saat pemberian.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalam bentuk valuta asing,
penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia
pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampakan sccara
tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-<elekironik dengan mengis:
formulir pelaporan gratifikasi.

(2) Laporan Grartifikasl sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila
sekurang-kurangnya mcmuat :
a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
b. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
d. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
e. Nilai Gratifikasi yang diterima.
(3) Pelaporan Gratifikasi schagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara :

a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Gratifikasi diterima; atau

b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejek Gratifikas: diterima.

¢. Disampaikan kepada UPG melaluli TPG dalam jangka waktu paling lama
pada hari kerja berikutnya sejak Gratifikasi diterima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b meneruskan laporan yang
diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
laporan Gratifikasi diterima.

(3) KPK mcnctapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka walktu 30 (tiga
puhluah} hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lenghkap.

BARB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8
{1) Dalam rangka melaksanalean program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdiri dari :
a. Pembina : 1. Walikota
2. Wakil Walikota



(3)

(1)

(2]

(3)

b. Pengarah : Sekretaris Daerah
¢. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota

Metro
d. Ketua : Inspektur
¢. Sckretaris : Sekretaris pada Inspektorat Kota Mcetro
f. Anggota : Inspektur Pembantu, Pejabal TFungsional Tertentu

pada Inspektorat Kota Metro, Pejabat Eselon III/IV di
setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Metro

Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG vang
dipimpin cleh sekretaris UPG.

Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dan ayat (3] ditetapkan dcng&n Kepuu}_aan Walikota,

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gralilikasi di  setiap
perangkat daerah dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPQG).

Susunan keanggotaan Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) sebagaimana dimaksud
pada avat {1), terdiri dari :

a. Penanggung .Jawah : Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah

b. Ketua . Sekretaris Perangkat Daerah

c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang menangani urusan UITium
dan kepegawaian

d. Anggola ; Pejabat Struktural/ fungsional umum paling banyak 3

(tiga) orang

Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
{2) ditetapkan dengan keputusan kepala/pimpinan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG dan TPG
Pasal 10

LIPG mempunyal wewenang untuk :

Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang
sejenis untuk mendukung pencrapan pengendalian gratifikasi;

Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negars;

Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;

Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan
nengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;

Melalkukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
instansi;

Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;



h, Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemnberian gratifikas:; dan

i, Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama
KPK.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban :

g. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan

penerimaan dan perolakan gratifikasi kepada KPK Rl setiap har kerja pertama
di tiap minggunya;

b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan
penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI,

c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan
penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Walikota secara periodik;

d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;

e. Melalktukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan
pengendalian Gratifikasi;

f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penenmaan gratilikasi
terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program
pengendalian gratifikasi.

Pasal 12

TPG mempunyai wewenang untuk :

a. Menerima, menganalisa dan mengadminisirasikan laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara,

b. Meneruskan laporan dan menverahkan bukti penerimaan gratifikasi kepada
UPG:

c. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada UPG;

d. Menvampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan
pengendalian gratifikasi kepada pimpinan perangkat daerah;

¢. Melakulkan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal perangkat dacrah
dan masyvarakat;

f. Mclakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pembenan gratihikas: dan

g. Melakukan monitering dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama
UPG.

Pasal 13
Nalam melaksanakan tugasnya, TPG berkewajiban :

a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan
penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada UPG setiap hari kerja pertama di
tiap minggunya;

b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan
penerimaan gratifikasi yang dikelola TPG kepada UPG;



(1)

(2)

(2)

(1)

(2]

(1]

(2)

()

Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG dalam pclaksanaan
pengendalian Gratifikasi;

Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan
Perangkat Dacrah.

Pasal 14

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG
dapat menentukan pemanfaatannyva vaitu :

a. Dimanfaatkan cleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; dan/atau

Disumbangkan kepada vayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;

oo

Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
¢. Dimusnahkan,

Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifixasi menggunakan formulir vang

tercantum pada Lampiran | vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Walikota ini.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan
kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk tekmnis Inspekiur sclaku kelua UPG.

Ketentuan lebih lanjut mengenan lata cara pelaksanaan  wewenang  dan
kewajiban TPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Kepala/Pimpinan Perangkat
Daerah selaku penanggung jawab TPG.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 16

Pejabat/pegawal atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung
atau melalui pos/e-mail Sekretariat UP (upgkotametro@gmail.com).

Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilamin kerahasiaannya.

Pasal 17

Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro wajib membuat
surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau  pemberian
gratifikasi secara periodik.

Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada
akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

Surat pernvataan disampaikan kepada Walikota melalui UPG.
Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



()

16)

(1)

(2)

(3)

()

(5]

(1)

{2)

{31

Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimnana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah vang
menjalankan fungsi pelayanan publik.

Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilak=sanalkan aleh Inspektorat Kota Metro.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 18

Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersilat
administratif kepegawaian yang tidak objeknf dan merugilkan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan
karir lainnya;

b. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul inrimidasi atau
ancaman [isik;

c. Bantusan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hingkungan
Pemerintah Daerah;

d, Kerahasiaan identitas.

Setiap Pejabat pada Pemerinlah Daerah wajlbh memberikan perlindungan
terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau Undakan yang meragikan Pegjabat/Pegawai  karena
melaporkan gratifikasi.

Apabila terdapart ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabal/Pegawal sarena
melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawal dapat meminta perlindungan kepada
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau intansi lain yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangar vang berlaku.

Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui
Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 19

Pejabat/Pegawal yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikast dapat
diperhitunglkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dyadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawal atau insenlif.

Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan
disiplin kepegawaian yang berlaku,



BAR VII
SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur
dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yvang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBED) Kota Metro.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Metro

MNomor 4 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi dicabut dan dinvatakan
tidak berlaloa.

Pasal 23
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditelapkan di Melro
Pada tanggal 4 Apnil 2017

WALIKOTA METRO,

e L e
N D Fave—
Acmg,m PAIRIN

.

F

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 4 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGEKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR..!%



Lampiran |

Peraturan Walikola Metro

Nomnor

Tanggal

10
4 Apei

TAHUN 2017

2017

Formulir 1 : pelapuran penolakan atas pembernian hadiah/cindera mata dan

hiburan

PEMERINTAH KOTA METRO
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIEASI

NETRO

UM PESGENDALLAH GRATTFAS
FOTA MEFRE:

Kepada Yth.

Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Metro

Saya vang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penolakan atas
pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan, sebagai berikut:

Nama
Alarnat
MIP

Pangkat/Gol.

Jabatan
Unit Kerja

k.

.......................................................................................

.......................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................

tabel di bawah ini:

Hadiah/cindera mata dan hiburan yang ditolak sebagaimana fercantum dalam

i | | Perkiraan 'Nama &/ I."I.lei:_l.ngarl- ;
Ll Peif;;‘;ﬂ PE:EIIIE;%:;?;H Peﬁbeﬁani SR flamat. cengan PL?:I?::;:?JII il
'Pembcrian | Pemberi| Pemberi
1| 2 & 4 5 S 7 . 8 9
2. Penolakan pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan dimaksuc

telah/belum® diketahui oleh atasan Sava.

Atasan Langsung,

¥} Coret yang tidak perhi.

Petunjulk Pengisian Formulir 1:
a. Formulir 1 ini diisi oleh pegawai yang menolak gratifikasi.
k. Kolom ke :

1. LDiisi nomor urut;




L

e ® 2o

Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakash berupa hadiah, diskon,
fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);

Tuliskan hentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah,
kendaraan, surat berharga, Uket perjalanan/akomodasi, pengobatan,
perjalanan wisata pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang
berharga lainnya (tuliskan uraiannya);

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;

Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda  gratlikasi  vang
diterima / diberilar;

Tuliskan nama, alamat pecmberif penecrima;

Tuliskan hubungan dengan pemberi;

Jelaskan alasan pembetian/penerimaan;

Tuliskan keterangan tambahan vang ingin anda sampaikan.

WALIKOTA METRO,

—_—

AC PAIRIN



Lampiran II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : )Y, Tahun 2017
. Tanggal - q4.8p0 2017

Formulir 2 : pelaporan penerimasn atas pemberian hadiah/cindera mata dan
hiburan

PEMERINTAH KOTA METRO e
- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIRASI . [ote

LFhIT PERGERTALLK EH.I.]]H‘H.&H

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Metro

Saya yang berlanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan atas
pembenian hadiah/cindera mata dan hiburan, sebagai berikut:

Nama

.......................................................................................

Alamat

NIP
Pangkat/Gaol,
Jahatan

Unil Kerja

......................................................................................

.......................................................................................

1. Hadiah/cindera mata dan hiburan yang diterima sehagaimana tercantum dalam
Label di bawah ini:

. e Beatik \ Walty | Perkiraan |N93r1,a & Hubungan|
0

b Alasan
: Nilai | Alamat| dengan . _|Ket
'Pemberian |Pemberian|P f g Ke
1 cClnperian | Fein EILE[H: ﬁﬂlbﬂflﬂ.ﬂ Pemberlan chh:;n PL‘TTLbETl PEI’I’IbﬁI’lELI:]:
S ke [ ks 6 7 8 | 9

; | | | ‘ ‘
2. Penerimaan pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan
telah/belum* diketahui oleh atasan Saya.

dimaksud

Atasan Langsung,

*) Coret yang tidak periu.

Petunjuk Pengisian Formulir 2 :
a. Formulir 2 ini diisi oleh pegawail yang menerima gratifikasi.
b. Kolom ke :

1. Diisi nomor urat;




(# 1

2 O e S

Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon,
fasilitas lainnya {tuliskan uraiannyal;

Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah herupa uang, tanab,
kendaraan, surat berharga, tket perjalanan/akomodasi, pengobatan,
perjalanan wisata pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang
herharga lainnya {ruliskan uraiannya);

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;

Tuliskan mnilai  pasti alsuy  perkirsan  benda  gratifikasi  vang
diterima/diberikan;

Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;
Tuliskan hubungan dengan pemberi;
Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;

Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.

WALIKOTA METRO,

R e,

e

Agnﬂﬁ PAIRIN




Lampiran [II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 1¢  Tahun 2017
Tanggal - < Aprl 2017

Formulir 3 : pelaporan pcmberian hadiah/cindera mata dan hiburan

PEMERINTAH KOTA METRO
 UNIT PENGENDALIAK GRATIFIRASI ..

PEMGENTLALLAN GRITFINAS
A METRD

Kepada Yth.
Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Metro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan atas pemberian
hadiah/cindera mata dan hiburan, sebagai berikut:

Nama
Alamat

NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan

Unit Kerja

---------------------------------------------------------------------------------------
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

1. Pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini:

Teris Bentuk Wakm Pﬂrk_:ra_:an Nama fe| Hubungan ki ]
No Pemberian|Pemberian | Pemberian Nﬂm. Alamat | dengan Pemberian Ket
- Pemberian|Pemberi| Pemberi
1 . 2 3 4 5 6 7 8 Q

2. Pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan dimaksud telah/belum~ diketahui
vleh atasan Sava.

Atasan Langsung, Pelapor

*) Coret yang tidak periu.

Petunjuk Pengisian Formulir 3 :

a. Formulir 3 ini diisi oleh pegawai/masyarakat/organisasi kemasyarakalan/ pihak
swasta yang memberikan gratifikasi.




Kolom ke :

2.

Diisi nomor urat;

Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon,

fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);

- Tulisken bentuk pemberian/penerimaan apaksh berupa uang, tanah,

kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan,
perjalanan wisata pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang

berharga lainnya (tuliskan uraianiya);

4. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;

0

ol e

Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda  gratifikasi
diterima/ diberikan;

Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;

Tuliskan hubungan dengan pemberi;

Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;

‘Tuliskan keterangan tambahan vang ingin anda sampaikan.

WALIKOTA METRO,

/‘tm\.mi,_,

ACHMAD PAIRIN

yang



Lampiran IV ; Peraturan Walilcota Metro
Nemor 10 Tahun 2017
Tanggal ; 4 Fpril 2017

Formulir 4 : T.aporan Gratifikasi

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LAPORAN GRATIFIKASI il s

PENGIRIM Kepsda Yth.
Nama RN AR R TR LS4R8 S n g R s UNIT PENGENDALIAN ORATIEINASE
Alamat T e mn e eRAS S as e b e R s s KOTA METRO
JI. 2.4, Pagar Alam No. 44
' Kota Metro

EEmaas AR EE R Lma

Rokumen ini adalah rahasia. Dilarang membuka tanpa ljIn UPS Kota Metro.

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

TATA CARA PENYAMPAIAN =

Mekarisma Peswogaoren Grabfizas

| Laasaran Gratil Hani
| Sellap vecjil Lapo Wablikas) wajip menyampasanlapa-an dzlam ha

. imlalinmrialek sl peneberlan arenrisas;

E. twimh manacimas groffikac desoiao
L letan memernkan grai<as.
| Gratilikasl walib cllcporkan kepads UG Kots Moo dalitng
| Afamys perallss Greifi s ieseout.
aparan Grelifises sekuroang-Lusancnive ranidal.

&. 1dantas pespar terdinl darf nema can alamas anoeap, A0Ekan, unt kerja
Alwrrat small dandaau nermer felegg) |

=emgal TOOAal RAT keiga TeEs

Do Derluk can canle pragiz Geetliasl vang lelah dilakikan walhy peseiakan, panadrrasn, pembedar
farvatAu parmberian atas pomictaan;

L, apwsilikds | wolud dasl banda gratfikasl, scalahnys wvans, jiker PEjalADIn 0T Rabagainga

[al weaety JdanBisd entmng wxkes don lakaol dilohoicringe armctk Soatlikaai

2. nama phakismaas cermgar. cenadma abad o nla Sadekps

f. nlALararaan niler mzien dai benda Gratiiasi, dan

d. doRumAn kelendgiaean cendubkung lznnya

i

. htedie Falaporan Srfkes

I O LAK Felaporar ratibkasl  dIRampRiken $ecora Ra°dCa0Y cangan oresgguna- on formolic aenulakan
prasimaan dan pamnaiieo grallikss 2anc e fisoapken oleln OPGosclm oA Sdens bl
A I A U Fraifikssl dlsampaikan kopada LIEE Kot Matre

UU Momar 30 Tabun 2002 tentang Keomilsi Pemberantasan Korupsi Pasal 16; |
L‘&F OI 2 KAN . Setap pogawar Negel sty penyelencars hegard vaig eI fran ikas wain

| mzlaporkan }OEPHthKDIT‘ISi Pomberantasan Korupsi,

l A. IDENTITAS PELAPOR

1 |Hama Lengkap

& | Momor Induk Fagawal

a -Jﬂbﬂtﬂrh'pﬂ:'ﬁkﬂ‘b'ﬂﬂﬂ rE

Whrdian instansi : =

Eadary UmasFon ntar) 5 & Mama Instansi
azamakanchmahanfi [P b
TiSeholahn) B U0t Eselon IWNEIWVAUND Kerja
I rrs . T

& | Adarva Kanch . -

Hel'Deeg ! Kecamatan KahMata Prrvirss

1

G |Alamat Rumah Kode POS 1
| HoealT e Wecamatan Ko Erowns

T |Afarnat suralb eenyurst “1 [C1 Rumsah | ] kamter T Silahkan pit dan Der tanda [

g |Aarmal E - mai Al e s 5

O Marmior Tesepan - | Rurnah Ii tanbar [ Seduler




UNT PENGENDALIAN GRATIFIKAS!
KOTA KETRO

_"B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Ponersngan

= Him gy Fude Fensinaga Temoat dan | anggai
Heec 1 Liaian = MHaminalTaksiran 20 FPerwairnoan *: “Cnenmaan ™

t ’j L

i i '

!r : L amerya:

11 ]

i - "

C. DAT

KASI

[Hama

Peseqasn dan Facatan

Al TeleponF ales/E-mail

Qi denigan pemben 7

Masan Poambenan @

Krenalogi Penermaan

[rikurmwsn yarg dil@mpickan 12 |:|T|d‘.ad~: ada |:| PR YA ..ol

Calalan Tarmbaban (Hla pech) *7

Loporon gretifikozi mu enya sarmpaikan dengan scbenar-benamya. Apabila edu yag sergiga tidak saya laporken sau says loporkan “lfé_uaﬂa KFELIPG
Kota Mefro secara Iklak benar, moka saya bersedia mempertanggungimvwabhannya Socara hukuin sesusi demgan peraliran pefLnGang-undangan yeng
berlnku dan saya bereedia memmberikan kotorongan sclanputnya. ¥

S e s 30| | PRI
Pelapar,
i = ]

FANDUAN PENGISIAN .
t) DEisi R ajen s penérinann: 5} Dhsliokasi (lokasi wangan, gedung. slamat) an ienggul poe maan

. Uung I Tik s pefjolanan &} Diiisi rams pamben grazdiknsl (gerarangnealalamy ohibacdsn paens’

b Barafg . Fasilas pengirepan T+ DHIsl FuCungsn Snlaia peeesims o e pen pembess] gratTsasl sapmti ol e s S0 bem BrUr e an R

C.  liaba diskan] . Perminrar wisa nlassrnmerh e pularad 1l

e, Hamesi i Pang it Sumae-Cama 3 Disi alasar et Saipn sopoil SoapHn eme Kas i U s neT gasn s S hins sary dugaan e

& Cijeman I Fasilitss [snnys S} DS denpen ureian Krohoiogi cenenmaan (ruries KEndiag o berisng
2} Dlix vraian jenls aenerimasn iertuk, mersk, O g Sustan, warns, 910 1E) Dilsl dengnn thada * " phde kolem yang sesunl dan sEbuoun jike ads

) Dz nlinl nominaltaksirannilal gratiTkosi yany diesinn hergs brosodinismetpeckiean s endir

11) D= dengan cataben kusiss = sp el parmintean peind ur gan. wakio don lempni ketke dibuo:rgl
sesenl NATgn JASALpErTIT AR amcracl

BFRRE Keta WettofTHE, can nal khusoes (a0 yang peru SSAMDaiakn kepncds SPRAPE Kot
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Lampiran V : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 10  Tahun 2017
Tanggal : 4 April 2017

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
GRATIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap
NIP
Pangkat

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

Jabatan
Unit Kerja

.......................................................................................

.......................................................................................

Tidal: Menerima Menerima

Ciratiikasi

Crratifilasi

Jenis Bentuk Waktu Ferk_lrgan l N,, ]Euna&: !I—Iuhl.mgar. Alasan |,
A Pemberian |Pemberian |Pemberian Nﬂm_ t. dc:ngan_ Pemberian ijldt:".‘:
[ i ~ |Pemberian Pﬁmbﬁn_ Pemberi ; -
g 3 - 5 - ;i R 9 |
| !

| |

Demikian Surat Pernyataan yang ke-......"l ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
apabila dikemudian hari ada pencrimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya
laporkan atau dilaporkan tidak benar maka sava bersedia

mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

*) diisi dengan jumlah surat permmyataan yang sudah dibuat.
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